BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

DANA OPERASIONAL PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

: a. bahwa tunjangan komunikasi insentif dan tunjangan reses

kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah diberikan sesuai dengan kemampuan daerah
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, sarta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu
menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo tentang
Dana Operasional Pimpinan Dewan Pewakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sidoarjo ;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur Junto Undang-undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 2730) ;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



10.

11.

12.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) ;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana terakhir kali diubah
dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;



Menetapkan :

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
serta  Pelaksanaan dan  Pertanggungjwaban Dana
Operasional;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor
2 Seri E) ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG DANA OPERASIONAL
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo.

2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sidoarjo.

4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut
disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang
memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD
Kabupaten Sidoarjo sesuai peraturan perundang-
undangan.

5. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya
disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan
kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan
operasional yang berkaitan dengan = representasi,
pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan
pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD
sehari-hari.

6. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu
daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan
Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula
sebagai dasar penghitungan  besaran tunjangan
komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana
Operasional Pimpinan DPRD



(1)

(2)

Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan

BAB II

Pasal 2

KEMAMPUAN KEUANGAN

realisasi

APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015 dan
Tahun Anggaran 2016 dengan penghitungan sebagai

berikut:

Uraian

Realisasi 2015
(Rp)

Realisasi 2016
(Rp)

a.Pendapatan
Umum

2.619.035.932.525,24

2.739.178.687.499,70

Daerah:
—Penc.lapatan 1.266.786.627.409,24 | 1.335.283.958.792,70
Asli Daerah
—D;na}l bagi 145.589.516.116,00 178.633.426.707,00
asi

-Dana Alokasi
Umum

1.206.659.789.000,00

1.225.261.302.000,00

b.Belanja
Pegawai

1.300.170.852.063,65

1.271.555.913.877,00

-Gaji dan
Tunjangan

1.152.349.773.210,00

1.136.289.910.306,00

-Tambahan
Penghasilan
PNS

147.821.078.853,65

135.266.003.571,00

c.Kemampuan
Keuangan
Daerah ( a-b)

1.318.865.080.461,59

1.467.622.773.622,70

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo
berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)
Daerah Tinggi.

Pasal 3

dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan

(1)

Besaran DO Dberdasarkan kemampuan keuangan
daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

a.

b.

Ketua diberikan sebesar Rp. 12.600.000,00
(Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), dengan
perhitungan 6 X Rp 2.100.000,- (dua juta seratus
ribu rupiah);

Wakil Ketua, masing-masing sebesar
Rp 6.720.000,00 (Enam Juta Tujuh Ratus Dua
Puluh Ribu Rupiah), dengan perhitungan 4 x
Rp 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh
ribu rupiah)



Pasal 4
Pelaksanaan dan pertanggungjawaban DO dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Dana Operasional
Pasal 5

DO dibayarkan setiap bulan mulai bulan September 2017
dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sidoarjo

Pasal 6
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan
Bupati Nomor 188/10/404.1.1.3/2017 tentang Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo
Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Sidoarjo

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Agustus 2017
BUPATI SIDOARJO,
ttd
SAIFUL ILAH
Diundangkan di Sidoarjo

pada Tanggal 31 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 64

NOREG PERBUP : 64 Tahun 2017



